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PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
BENGKALIS

ABSTRAK
Muhammad Riomadi

Kata Kunecl & Implementasi; Kebijakan, Pengelofaan Lingkungan Hidup dan
Masyarakat Pengelola Hutan Mangrove

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan Dasar aturan terkait
dengan kerusakan lingkungan Hutan Mangrove yang terjadi di Kecamatan Bantan
dan juga mendeskripsikan hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini
menggunakan metode Kuantatatif dengan Teknik Analisis Deskriptif,penulisan ini
menggambarkan kondisi secara objek yang di temukan dilapangan berdasarkan
data data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di Kabupaten Bengkalis
berkaitan dengan Kerusakan Hutan Mangrpve, dengan Kuisioner dan Wawancara
sebagai alat pengumpulan Data; dan Data yang.di kumpulkan kemudian disajikan
sebagai bahan baku utama untuk menganalisis kondisi Empiris dan Objektifitas
keberadaan dan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Terdapat 5 kelompok
menjadi objek dalam penelitian .penulisan terdiri dari Data“Primer yang mana
diperoleh melalui alat penelitian-berupa kuisioner, dan Daftar Wawancara, Serta
Data Sekunder yang diperoleh dengan alat bantu tabel frekuensi sesuai dengan
hasil penelitian memperoleh kesimpulan yaitu penangulangan Kerusakan Hutan
mangrove Di Kabupaten Bengkalis Dikategorikan Baik / Terimplementasi, Tetapi
dimana masih juga terdapat Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Menaati
Aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah
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IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF PROVINCE
RIAU NUMBER 8 OF 2014 CONCERNING MANAGEMENT OF
ENVIRONMENTAL AND ENVIRONMENTAL ENVIRONMENTAL LAW
IN BENGKALIS DISTRICT
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BAB |

PENDAHULUAN

bagian urusan
pemerintaha konkuren, dan
umum, dala konkuren yang

berkaitan deng intahan elayanan Dasar  yaitu

daratan timur pulau sumatra da epulauan, dengan luas 7.793,93 kmz2,
Ibu kota berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah
dari Pulau Sumatera. Oleh karena itu wilayah ini di apit oleh selat dan berhadapan
langsung dengan lautan yang mana sangat di kawatirkan beberapa wilayah pesisir

terancam terkena bencana abrasi oleh air laut dan jika kelestarian hutan bakau

tidak di jaga dan turap sebagai penahan gelombang air laut turut di perhatikan.
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Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis

Jumlah penduduk

Z
o

Kecamatan

Pria Wanita

<

ilg

©| o N o gl A w| N| -

status Hutan magrove yang dimaksud penelti adalah hutan mangrove dalam

kawasan perlindungan pemerintah daerah kabupaten bengkalis
kelestarian lingkungan sudah di atur pada Pasal 3 dala Peraturan Daerah Provinsi

Riau Nomor 8 tahun 2014 Yaitu Melindungi Daerah dari pencemaran dan

kerusakan Lingkungan Hidup.

Jumlah total

239.513

,masalah
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Kondisi hutan hutan bakau di kecamatan bantan kabupaten bengkalis sangat
mengkhawatirkan yang diakibatkan oleh adanya pembabatan secara liat dan

pengalih fungsian menjadi tambak perikanan. Dalam hal ini dapat pula merusak

64,1

dengan Luas Kerusakan mencapa

a, kemudian dengan kerusakan Lahan
Mangrove yang terbesar kedua yaitu di Kecamatan Bantan dengan Luas
kerusakan yaitu 20,7 Ha . Hal ini mencerminkan besarnya kerusakan lahan
mangrove yang ada di Bengkalis yang memerlukan penanganan secara khusus

dari Pemda setempat untuk sigap dalam melakukan penanganan terkait Kerusakan

Hutan bakau ini.
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Dalam hal ini penanggulangan kerusakan hutan mangrove terkait
pengelolaan lingkungan hidup susuai dengan Dasar aturan yang telah dijelaskan

sebelumnya bahwa Instansi yang terkait yang menjalankan tugas dan fungsi dalam

sanksi ,sanksi
yang telah di
ak di pasal 119
ncaman pidana

maksimal Rp.

mangrove termasuk kedalam kerusakan ekosistem yang mana ekosistem ini

masuk kedalam ruang lingkup dari Lingkungan Hidup.



Tabel 1.3 Data Pemantauan Dan Pembinaan Kelompok Masyarakat

Kabupaten Bengkalis

No | Kecamatan | Desa Nama Jenis Ketua | Jumlah
Kelompok | Kelompok | Anggota | Anggota
1) ) ©) (4) () (6) ()
1 | Bantan el Gaa pl.? klfzgn FRlcstanan Bejan 35 oran
pepal RAGLYAD manggrove J g
rukun iii
Mentay .| -Pkk/kwt Pelestarian | Puji
2 | Baiggp an siata manggrove | astute 37 orang
3 | Bantan MeLgy Gapoktan g M. jalil -
an manggrove
4 d Air : Pelestarian !
Bengkalis outih Keslimas mangrove Turadi -
5 | Benakalis Kelapa | Paret Pelestarian | Syamsul 10 orang
9 pati senghagah | mangrove bahri
Pangkal 4 :
6 | Bengkalis an :; s;rtr;rriujau ;e;ﬁStr%r\Zn Edi 5 orang
batang g
Pangkal | Kenservasi :
X Pelestarian |
7 | Bengkalis an mangrove Sapriden | 8 orang
L3 mangrove
batang | hijau
Tangju .
8 | Rupat utara | ng nEC FECSEITY Asril 15 orang
baru mangrove
punak
9 | Rupat utara Tanjun | Mulia Pelestarian Yakup 10 orang
grhu bersatu mangrove
10 | Mandau Saijgh Mulya 1 Pertanian rl;|ard|ma 17 orang
12 | Mandau Gaj"%h Usafid Pertanian Tanrem 15 orang
sakti bersama rahayu
13 | Bukit batu Api-api Mapgrove Pelestarian M.syarif | 8 orang
pesisir mangrove
14 | Bukit batu Dimpas | Lestari PElestagian Zamri 10 orang
mangrove

sumber :Dinas lingkungan Hidup Kabupaten bengkalis,2017

Kumpulan masyarakat pengelola hutan bakau tersebut di berikan sosialisasi

yang didalamnya berisikan bekal pembinaan tentang pentingnya hutan bakau yang
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terletak pesisir pantai.bantuan sarana juga di berikan dalam menunjang semangat
kerja masyarakat dalam meningkatkan kepedulian terhadap Sumber daya Alam

(SDA) lingkungan pesisir

Materi

NO sosialisasi
1
2

Pengelola

an hutan

mangrove
3

Pengelola

an hutan

mangrove

kelompok kelompok masyarkat pengelola hutan mangrove yang ada di kecamatan
bantan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya hutan bakau
bagi ekosistem lingkungan hidup . karena jika kerusakan lahan hutan bakau terus
terjadi akan mempunyai dampak berupa menyempitnya luas lahan bagi penduduk
yang tinggal di pinggir pantai, lalu berkurangnya tempat berkembang biak ikan

perairan pantai karena berkurangnya hutan bakau.
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Terlebih di dalam dasar aturan ini pada pasal 6 ayat (2) Pengendalian dan

pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

A. Pencegahan;

Kegiatan Pembaharuan cadangan
Sumber Daya Alam Tahun 2017
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Sesuai dengan Dasar Aturan yang digunakan penulis bahwa berkaitan
dengan kerusakan hutan mangrove ini merupakan kewenangan yang harus di

jalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Namun melihat kenyataan di

terkait terhadap

an tersebut tetap

implementasi peraturan daerah ini berjalan, sehingga peneliti menggarap
penelitian dengan judul : “ Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Riau
Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan

Hukum Lingkungan hidup di kabupaten Bengkalis “
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B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang bahwa terdapat

beberapa masalah berupa kerusakan hutan mangrove di kecamatan bantan

daerah pr S glo an lingkunga

hidup dan penat e uNga n.bengkalis?.”

C. Tujuan

hutam mangrove
2. Kegunaan Penelitian

A. Secara akademik, Penelitian ini di harapkan menjadi bahan
perbandingan terhadap peneliti  yang ingin  mengangkat

permasalahan yang sama
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B. Sebagai petunjuk dan pembeda bagi penulis lainnya yang

berkeinginan meneliti masalah ini lebih lanjut tentang

permasalahan yang sama.

as akhir perkuliahan

\hﬁ\\{i\ 0y

)
'
&‘* :'

V=

é

ket .0

‘\\\\“\\\
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BAB 11

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

mengemukakan pendapat mengene an pemerintah dan pemerintahan itu

sendiri.

Awang dan Wijaya (2012;6) istilah pemerintah dan pemerintahan memiliki
perbedaan makna. Pemerintahan berhubungan dengan tugas dan kewenangan,
pemerintah menyangkut aparat yang menjalankan tugas dan kewenangan tersebut.
menurut Mustafa 92014;87-88) kata pemerintah dapat dilihat dari arti sempit dan

arti luas. Pemerintah dalam arti sempit yaitu mencakup dua lembaga. Sedangkan

28
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pemerintah dalam arti luas mencakup 4 lembaga yaitu Eksekutif,Lesgislatif ,
Yudikatif,dan Auditif.

Menurut Alpeldoore (dalam supriyanto, 2009;22-23) “pemerintah” sekurang

2.

pok orang yang
diberikan kek akan tugas tugas
pemerintah, dan d egara yang berperan
membantu pemerintah tugas tugas pemerintah.

Sehingga unsure utama pemerintal put yakni orang atau sekelompok orang
,yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas
tugas pemerintah yang dalam arti ini adalah menyelenggarakan pelayanan
pemerintah,  pelyanan  pembangunan,pelayanan  kemasyarakatan  dan
pemberdayaan sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan

Bevir (dalam wasistiono dan simangunsong, 2015;87) menyebutkan bahwa

Memposisikan pemerintahan ibarat kemudi kapal (istilah yunani : kubernan),
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ISJIAIU

nery we[sy sej

mendorong Bevir menbagi pengertian pemerintahan kedalam dua pengertian

yakni dalam arti sempit sebai sebuah institusi (government as instution),

sedangkan dalam arti luas pemerintahan diartikan sebagai sebuah proses

tugas tugas

c. Memberikan pelayanan public

Dalam menjalankan TUPOKSInya pemerintahan sebagai pelayan
masyarakat, maka diperlukan adanya aparat yang mempunyai kemampuan

proporsional dan handal untuk melaksanakan tugasnya.
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Sejalan dengan hal diatas ,dapat juga di jelaskan bahwa fungsi bersifat
objektif sedangkan tugas bersifat subjektif. Adapun fungsi pemerintahan ada 3

(tiga) adalah :

pelaksanaan

pembangu an kualitas dan

kemampu tugas
pemerintaha ecamatan juga

melaksanaka S pemerintahan_yang : ebagai pendukung

pemerintahan.
Selama ini belum dilaksanakannya secara
maksimal,dikarenakan kinerja aparat masih lemah ,secara subjektif,menrut Rasyid

(197,;48),tugs pemerintahan dibagi dalam 3 fungsi pokok yaitu :

a. Pelayanan
b. Pemberdayaan

c. Pembangunan
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Pemerintahan agar dapat mewujudnya kesejahteraan umum sebagai tujuan
Negara perlu melakukan upaya-upaya , di antara dengan mengeluarkan kebijakan

kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan

strategi untu an tujuan Ne /a 3 groho,2008;55).
Dari hal tersebut.c a kebijaka ompokkan menjadi tiga

yaitu:

c. Kebijakan mikro

Selanjutnya istilah public dalam rangkaian kata public policy mengandung
tiga konotasi ; pemerintah ,masyarakat dan umum (abiding,2002;10). Sedangkan
menurut Nugroho(2006;25) kebijakan public adalah kebijakan yang mengatur
kehidupan bersama atau kehidupan atau kehidupan public , bukan kehidupan

seorang atau golongan.
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Membahas teori kebijaksanaan Negara dan administrasi pembangunan
Ermaya (1994;117), tidak bias lepas dari administrasi yang mencakup proses

pencapaian tujuan dan sasaran , aturan- aturan atau cara-cara melalui

kategori antara

ok~ wbdE

Kebijakan publik dida akan pengetahuan secara

Qta““

rasional untuk mencapai suat aranya adalah untuk menciptakan
keadilan,esfesiensi,keamanan,kebebasan,serta tujuan-tujuan dari suatu komunitas
itu sendiri ( stone,dalam Edi Wibowo dkk,2003;30)

Diantaraya dapat dikutip pendapat sheema dan shabber dalam
(syaukani,2007;33) dengan desentralisasi fungsi dan penugasan pejabat di daerah

maka tingkat pemahaman serta sensitivitas akan kubutuhkan masyarakat daerah

akan meningkat,kontak hubungan yang meningkat antara pejabat dengan



masyarakat setempat akan mumungkinkan kedua belah pihak untuk memilih
informasi yang lebih baik dengan demikian akan mengakibatkan perumusan
kebijaksanaan yang akan lebih realitas dari pemerintah.

Selanjutnya.sheema dan-shabber(dalam,syukani,2007;34) yang mengatakan
strutur pemerintah yang di desentralisasikan di perlukan guna melembagakan
partisipasi masyarakat dalam perencanaan implementasi kebijakan.

Untuk membuat sebuah kebijkan public ,terlenih”dahulu di lakukan analisis
kebijkan.Menurut Paton dari Saavicky (1993;23) dalam Suharsono Riant
(2003;84) analisis kebijkan adalah tindakan yang di perlukan untuk di buatnya
sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru maupun kebijakan yang baru sebagai
konsekuensi yang ada.

Selanjutnya Dunn dalam Riant(2003;86) menyatakan analisis kebijakan
adalah  perumusan kebijakan.menganalisa . faktor = pendukung kebijakan,
implementasinya, peluan evauasi , dari kondisi lingkungan kebijakan.

Menurut Dunn (2001;105) Perumusan kebijakan adalah merupakan suatu
informasi yang relevan dengan kebijakan guna di manfaatkan pada tingkat politik
dalam rangka pemecah suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan
kebijakan ini adalah :

1. Pengelolaan informasi yaitu usaha yang di lakukan oleh setiap badan
atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam
pumbuatan suatu kebijakan

2. Penetapan alternative-alternatif, merupakan penelitian yang di peroleh
dari beberapa usulan yang ada

3. Penerapan sarana keputusan,menggunakanberbagai potensi yang di
miliki oleh badan /instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam
pembuatan kebijakan.

4. Penilaian terhadap isi kebijakan ,melakukan tindakan evaluasi yang
dilakukan oleh pembuat kebijakan
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Kebijakan public adalah keputusan yang di buat oleh Negara, khususnya

pemerintah,sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara Yyang

bersangkutan (Nugroho,2008;55)

Charles O Jones (2004;12) dalam bukunnya Public Policy menjelaskan
program adalah cara yang sahkan untuk mencapai tujuan kebijakan-
kebijakan,prosedur-prosedur,peraturan-peraturan,pemberian  tugas,  langkah-
langkah yang lurus di manfaatkan dan elemen-elemen lain yang di perlukan untuk
melaksanakan arah dan tindakan tertentu program ini biasanya di jabarkan atau di

rinci dalam sebuah proyek-proyek dan di dukung oleh anggaran.
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Ada tiga hal yang harus di lakukan suatu program di antaranya (Charles O
jones,2004;12)

a. langkah-langkah utama yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan.

AS IS

gram_tanpa ' i ( pelaksanaan)

faktor

kritis dalam

1. Komunikasi
Yaitu menunjukan bahwa setiap kebijakan akan dapat di laksanakan
dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program
(kebijkan) dengan para kelompok sasaran

2. Sumber Daya
Merupakan salah satu faktor pentingdalam implementasi kebijakan atau
program, karena bagaimana baiknya kebijakan atau program itu
dirumuskan ( telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan atau informasi
) tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai,maka kebijakan
akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasinya.

3. Sikap ( Disposisi)
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Yaitu menunjukan karakteristik yang menepel berat pada implementator
kebijakan atau program, karakter yang paling penting di miliki oleh
implementator adalah kejujuran,komitmen,dan demokrasi
4. Struktur Birokrasi
Berkaitan dengan karakter dari Yaitu meliputi karateristik organisasi yang
akan membuatberhasil atau tid kegiatan, di antaranya
Si AN a gisaif dan eksekutif,

serta terpe \ an yang tinggi

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat
dalam organisasi,meliputi semua orang yang melakukan aktifitas, secara umum
sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu organisasi bias di kelompokan
atas 2 macam vyaitu :

1. Sumber daya manusia

2. Sumber daya Non-Manusia



Manajemen Sumber dya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan
dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya
perusahaan,karyawan dan masyarakat (Hasibuan,2012;10)

Setiap orang«memiliki peran_dalam sebuah lembaga karena didalammnya
terdapat perencanaan dan tujuan dalam mewujudkan terget sebuah organisasi bila
di uraikan berasal dari kata_manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen
berarti mengarahkan dan mendorong Sumber daya Manusia yang ada untuk saling
bekerja sebagal patner dalam mencapai kesuksesan organisasi dimasa sekarang
dan di masa yang akan datang.

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai
tujuan. Manajemen sebagal suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang
disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Manajemen
sebagai suatu ilmu dapat pula di lihat sebagai suatu pendekatan terhadap seluruh
dunia empiris, yaitu dunia yang terkait oleh factor ruang dan waktu, dunia yang
pada prinsipnya dapat diamati oleh indra manusia(siswanto,2011:7)

Menurut Flippo (dalam handoko 1995;6) manajemen Sumber daya Manusia
yaitu : perencanaan ,pengerahan. ‘dan pengawasan kegiatan-kegiatan
pengadaan,pengembangan, pemberian kompensasi,pengintergrasian, pemeliharaan
dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan
individu,organisasi dan msyarakat.

Menurut salam (2007;176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi
pemerintahan untuk mengelola Negara agar tercapat ketetiban,kesejahteraan, dan

kemakmuran Negara. Manajemen Pemerintahan Daerah Di Indonesia di landasi
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oleh Undang -Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang
luas,nyata dan bertanggung jawab , hal ini di perkuat oleh ketetapan MPR Nomor

XVIMPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan

perencanaan ,pengeturan,pengaws ai* dengan proses

terwujudnyze lolaan adalah

pengendali aatan sem : umbe ‘j menurut suatu

perencana d

; ); aan berasal dari kata
dasar 3 '&ﬁ ; bidang  usaha

juan). Sedangkan arti dari

“(peusahaan,pertanian 0 .-« Q ! npun
LI\
pengelolaan itu sendiri adala ara pembuatan mengelola : proses
melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain : proses yang
membantu merumuskan Kkebijkasanaan dan tujuan organisasi : proses yang

memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan

kebijkan dan pelaksanaan tujuan.

Harsono (1997;121) pengelolaam sampah adalah sesautu istilah yang berasal

dari kata“ kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk
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menggali dan pemanfaatkan segala potensi yan di miliki secara efektif dan efisien

guna mencapai tujuan tertentu yang telah di tentukan sebelumnya.

Hamalik ( dalam adisasmita 2011;21) istilah pengelolaan identik dengan

penggeraka

tujuan terte

Dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 dirumuskan bahwa
Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda
,daya,keadaan,mahluk  hidup,termasuk manusia dan perilakunya ,yang
mempengaruhi alam itu sendiri ,kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan

manusia serta makhluk hidup lain.
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Lingkungan Hidup yang berkualitas hanya dapat tercipta apabila manusia
sebagai mahkluk hidup yang memiliki kelebihan dari mahkluk hidup lainnya

dapat menjaga dan mengelolanya dengan baik. Pengelolaan dan penjagaan

Indonesia,berbe g asa ; 0 maju  atau
industry.ma
sebagai aki

yang boros

kegiatan e
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pada keterbe

daya alam da

Beberapa pendapa e nenyimpulkan bahwa Lingkungan
Hidup merupakan suatu organism  yang memiliki  proses
perkembangan untuk membentuk kepribadian seseorang,proses perkembangan

juga dapat di lakukan oleh keluarga,sekolah,teman bermain,dan masyarakat.
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B. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu ini penulis ambil dari beberapa skripsi terdahulu sebagai

panduan untuk penulis mengembangkan dan menggunakan beberapa terori yang

per terdahulu penulis
% ;

i. buat oleh

Ik lebih bisa

No 2nelitian
1) )
n Metode
dengan tipe
rvei
1
: Metode
if dengan tipe
2
SETIA FAJAR Menggunakan Metode
MAULANA A Kuantitatif dengan Tipe
3 137310506 Kota Pekanbaru | penelitian Deskriptif
Nomor 08 Tahun
2014 Tentang
Pengeloaan Sampah
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C. Kerangkar pikir
Berdasarkan aturan terkait dengan abrasi ,masalah tersebut merupakan

proses pengikisan pantai oleh air laut dan lajunya arus laut yang bersifat merusak

yang disesbabkan : a_li ngar h pantai tersebut. air

dalam dasar lautnya makin k ; \j mempury i kemampuan
untuk mengikis ang da : l banyak pantai
yang menja ‘ al. na an renakan abrasi
bisa diperke N cara tets j -H :: angrove di sekitar
pantai.

Namun = demiki ar -~ karena dengan
berjalannya an-huta . e yang : ghiasi pesisir pantai,

hal ini selaras ya : ' nya i pulau bengkalis

60 km terkena dampak abrasi parah, salah satunya memperkirakan kecepatan

abrasi hingga 25 meter per tahun.



terimplementasi

Implementasi

Gambar 11.2 Kerangka Fikir Penelitian

Sumber : Penelitua

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



D. Konsep Operasional

Guna menghindari dari salahnya penafsiaran mengenai konsep yang terdapat

dalam penelitian ini, maka akan di jelaskan pula batasan terhadap konsep yang

N ueeyesndidg
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6. Sumber daya adalah walaupunist kebijakan sudah di komunikasi secara
jelas dan konsinten, apabila implemantator kekurangan sumber daya untuk
melakukan, implemtasi tidak akan berjalan efektif

7. Disposisi atau sikappara pelaksana adalah watak dan karakteristik yang di

miliki oeh implementator seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis
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8. Struktur birokrasi merupakan hal penting dalam mempengaruhi dalam

implementasi program atau kebijkan yang mencakup struktur

birokrasi,norma dan pula hubungan

a : proses melakukan

a“n . e
“‘HE“‘ .&‘ proses yang

10. Lingku idup al d an an. semua benda,
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E. Operasional Variabel

Tabel 11. 2 Operasional Variabel Impementasi Di kabupaten Bengkalis

Konsep

Variabel

dimulai

kebijkan,

sebuah intisa

Indikator

Sub Indikator

Skala Ukuran

5

pelaksanaan
kebijakan
b.Adanya
itikad baik
dari
masyarakat
dan tanggung
jawab
masyarakat
untuk
mentaati
aturan

Terimplementasi
Cukup
terimplementasi
Kurang
terimplemtasi
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D ) ®) (4) ()
Birokrasi a.Adanya Terimplementasi
kejelasan Cukup
fungsi dan terimplementasi
eWE Kurang

terimplemtasi
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F. Teknik Pengukuran

Dalam penelitian ini, teknik pengukuran yang dilakukan dengan pengukuran

Skala Likert. Dimana Skala Likert dipergunakan untuk mengukur

setuju (2), S - setiap perta per indikator

variabel, masing-mas innya terdiri d dengan nilai skor

antara lain :

tahun 2014 tentang .@ igan.-hidup dan Penaatan hukum
| | QI
Lingkungan hidup maka dibuat ke

an variabel sebagai berikut :

Terimplementasi . Apabila hasil tanggapan responden pada kategori
terimplementasi berada pada masing-masing
persentasi 67%-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila Hasil tanggapan responden pada kategori

terimplemtasi berada pada rentang persentase

34%-66%
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Kurang Terimplemtasi  : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori

terimplemtasi berada pada pada rentang

persentase 0%-33%

Terimp - il te S en pada kategori

pada masing-

Cukup pada kategori

ada pada rentang

2. Sumber Daya
Terimplementasi asil tanggapan responden pada kategori
sumber daya terimplementasi berada pada

masing-masing persentasi 67%-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila Hasil tanggapan responden pada kategori
sumber daya terimplemtasi berada pada rentang

persentase 34%-66%
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Kurang Terimplemtasi  : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori

sumber daya terimplemtasi berada pada pada

rentang persentase 0%-33%

Cukup ‘ Apabila japan pada kategori

pada rentang

Kurang nplemtasi : 2n pada kategori

erimplementasi berada pada masing-

masing persentasi 67%-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila Hasil tanggapan responden pada kategori
birolrasi terimplemtasi berada pada rentang

persentase 34%-66%
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Kurang Terimplemtasi

. Apabila hasil tanggapan responden pada kategori

birokrasi terimplemtasi berada pada pada rentang

persentase 0%-33%
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Teknik Analisi g sebagai kondisi
situasi var
Den

keadaan

S S N

penelitian yi

B. Lokasi

Penulis

vAha )

.ah
=5
<>

sebagai lokas
berperan penti
akan bermanfaat
pesisir pantai ekosiste 3 usakan hutan bakau yang ada maka
dapat menimbulkan bencana S yang terjadi karena air laut jika
pemerintah kabupaten bengkalis tidak cepat tanggap dalam menanggulangi
masalah tersebut maka akan terjadi bencana yang dapat menggangu kenyamanan
dan kesejahteraan.selain itu alasan penulis menemukan fenomena yang menarik
untuk di teliti dan lokasi penelitian yang dapat di jangkau oleh penulis untuk

menghemat sumber daya.

53
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C. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai

sifat tertentu yang di tetapkan penulis untuk di pelajari

kemudian di tarik

Persentase
1 100 %
2 100 %
3 100 %
Lingkunga
4 Seksi Pencemaran 1 100%
Lingkungan
5 Seksi Kerusakan 1 1 100%
Lingkungan
6 Masyarakat pengelola 72 42 Rumus
Hutan manggrove Slovin
Jumlah 77 47

Dari Tabel Populasi dan sampel di atas mendeskripsikan bahwa dalam

penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup di antaranya Kepala Dinas




nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

Lingkungan Hidup hingga Seksi kerusakan Lingkungan semuanya di jadikan
pupolasi dan sampel di karenakan jumlah dari responden sedikit dan mudah di

jangkau oleh penulis berdasarkan dari penggunakan teknik jenuh sampling,

p Kabupaten
Bengkalis, an kerusakan
lingkungan sampel secara
keseluruhan, sedangkan | g A4S a tan mangrove

pel karena ada

n=41.8=42
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E. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, sember data yang di gunakan yaitu :

1. Data Primer

h langsung dari

tanggapan

-laporan atau

dokumen - an-pera - ers dinas
lingkungan
F.

g variable ﬂ bel yang akan di
teliti dalam p

dianggap tahun tentang ob peneliti. Seperti tanggapan responden
terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bengkalis.

2. Wawancara, digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan

masalah yang akan diangkat dengan bertanya langsung kepada

narasumber.

3. Observasi, digunkan untuk mengamati secara langsung terhadap gejala —

gelaja yang akan di teliti
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4. Dokumentasi,dipakai untuk melihat lokasi penelitan yang dilakukan

dengan cara memfoto beberapa objek yang berkaitan dengan

permsalahan.




H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 111.2: Jadwal Kegiatan Penelitian Kebijakan dan Strategi Kabupaten

Bengkalis dalam Menanggulangi Abrasi

Jenis

kegiatan

Tahun 2018- 2019/ bulan/ minggu

Oktober

November

Desember

Januari

Febuari

Maret

Persiapan

penyusunan

Seminar

proposal

528183

123

123

Perbaikan

proposal

Survey

lapangan

Analisi data

Bimbingan

skripsi

Perbaikan
bab per bab

Ujian skripsi

Perbaikan

skripsi

Penggandaa

n skripsi
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I.  Rencana Sistematika laporan Penelitian

Penyusunan Laporan ini dapat di kemukakan berdasarkan sistematika

Penelitian antara lain:

BAB I
h,tujuan dan
BAB
definisi konsep
Di lanjutkan
an operasional
BAB 111

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
Bab ini membahas mengenai situasi dan kondisi umum tentang
wilayah penelitian yang berlangsung

BAB V HASIL PENELITIAN
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Bab ini membahas permasalahan yang akan penulis teliti mengenai
Dasar Aturan yang terkait dengan permasalahan yang penulis

angkat.

-~
P
v
,
o
5
e
”
"
¢

“
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

alam yang

=4
san

komoditi pe mping kaya akan
potensi su a ala ; :: ilayah DE 5 memiliki letak
yang strate 2Na san langs de lgan neg: angga Malaysia dan

berada pada kewasan segiti buh: alaysia-Singapura (IMS-

GT).

g
=
a ju

2030°LU-0017LU dan 100052°BT-102010°BT,

Bengkalis sangat di pengaruhi oleh iklim laut, dengan temperatur berkisaran
26°C — 32°C. Musim Hujan biasa terjadi antara bulan september hingga januari,
dengan curah hujan biasa berkisaran antara 809-4.078 mm/tahun. Sedangkan

periode Kering (Musim Kering) biasanya terjadi antara bulan Febuari hingga

61



Agustus. Berdasarkan jumlah kecamatan yang ada di kabupaten bengkalis,

Kabupaten Bengkalis terbagi atas 11 Kecamatan

2. Keadaan Penduduk Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis Merupakan kota Berkembang sehingga menjadi slah
satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mangadu nasib di kabupaten
Bengkalis , Seiring .semakin _banyaknya warga<pendatang untuk menetap
bengkalis, sering semakin banyaknya warga pendatang untuk mencakup di
kabupaten Bengkalis, pemerintah Kabupaten bengkalis harus serius menghadapi
dan menangani masalah kependudukan di mulai dari pendapatan warga,penataan
rumah penduduk, penyedia lahan pekerjaan, serta penyedian sarana dan prasarana
baik di sektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan
lainnya, sehingga kesejahteraan penduduk Kabupaten Bengkalis tetap terjamin.

Sebagian besar peduduk -yang' mendalami wilayah Kabupaten Bengkalis
adalah suku melayu, Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan
penduduk pemdatang ke daerah ini. seperti suku.jawa,batak,minang dan
sebagainya. Mata pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah

maupun pegawai swasta dan pedagang.

B. Profil Kecamatan Bantan

a. Geografis

Bantan Merupakan satu dari 11 kecamatan yang berada di pulau bengkalis
yang mempunyai batas-batas wilayah :

1. Bagian utara berbatasan dengan selat malaka

2. Bagian selatan berbatasan dengan kecamatan bengkalis
3. Sebelah Berat Berbatasan dengan kecamatan Bengkalis dan selat malaka



4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Selat malaka

Sesuai informasi dari Camat Bantan, Luas Wilayah Kecamatan Bantan adalah

424 Km?, dimana desa terluas adalah Teluk Pambang dengan Luas 114 Km? atau

26.89% dari luas keseluruhan.kecamatan bantan« Diikutieleh Selat Baru 63 km?

(14,86%)-dan Bantan Tengah 51 km2. Desa dengan lurus terjauh dari ibukota

kecamatan bantan adalah Teluk. Lancar dengan jarak 37 km?. Dan jarak terdekat

adalah Selat Baru sebagai Ibukota Kecamatan Bantan.

Tabel 1V.1 jumlah Penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Bantan

NO | Desa/lKelurahan | RT/RW LK PR Jumlah Ju?klah
1 Bantan Tengah 32/15 1.699 1.644 343 1.012
2 Bantan Air 26/12 1.109 1.030 22139 689
3 Bantan Tua 15/6 1.400 1.329 2a729 761
4 Teluk Pambang 18/6 654 673 1.327 475
5 Selat baru 36/15 2.195 2.032 4.227 1.258
6 Teluk Lancar 2314 1.060 983 2.043 572
7 Kembung Luar 21/8 1.205 1.088 2.293 670
8 Jangkang 16/8 1.265 1.112 2.377 670
9 Muntai 16/6 984 870 1.854 542
10 | Resam Lapis 1717 792 791 1.583 463
11 | Berancah 35/13 1.475 1.389 2.818 788
12 | Ulu Pulau 22/10 881 791 1.677 490
13 | Menyatan 16/6 581 539 1.120 348
14 | Pambang Pesisir 25/6 696 686 1.382 377
15 | Sukamaju 39/10 1.140 1.031 2.171 572
16 | Pambang Baru 16/6 792 707 1.499 444
17 | Kembung Baru 2217 945 875 1.820 468
18 | Pasiran 19/6 637 605 1.242 339
19 | Bantan Sari 15/6 577 555 1.132 300
20 | Bantan Timur 20/8 807 722 1.529 418
21 | Teluk Pepal 25/11 1.129 981 2.110 591
22 | Muntai Barat 19/5 438 406 844 238
23 | Deluk 15/7 693 611 1.304 349
Jumlah 508/188 23.154 21.409 | 44563 | 12.834

Sumber : Kantor Camat Bantan




nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

b. Pemerintahan
Terdapat 9 desa yang ada di bantan, yaitu desa Teluk Lancar,Kembung

Luar, Teluk Pambang,Muntai,Bantan air,Bantan tengah,Selat baru,Bantan Tua dan

RW dan2 RT ¢ ’ an W te ak berada di

Sesuai  dat =F) e angan terdapat, 43
Industri ke , / mia an yang terdaftar
paling banyak.te t sa Selat ba ! Desa tersebut

adalah Ibu | umlah Koprasi vang terdz li kecamtan Bantan

adalah 5 KU
C. Profil Di

tentang
Kedudukan,Susunan rta Tata Kerja Dinas

=

Kepala Dinas
2. Sekretaris terdiri dari :
a. Sub bagian Program
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
terdiri dari :
a. Seksi Inventarisasi,RPPLH dan KLHS
b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
4. Bidang Pengelolaan Sampah ,B3 dan limbah B3,terdiri dar :



7.
8.

a. Seksi Pengurangan Sampah

b. Seksi Penanganan Sampah

c. Seksi B3 dan Limbah B3

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup,terdiri dari :

a. Seksi Pemantauan Lingkungan

b. Seksi Pencemaran Lingkungan

c. Seksi Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan

Bidang Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup,terdiri dari :

a. Seksi Pelayanan Pengandan dan Penegakan Hukum Lingkungan

b. Seksi Pemeliharaan-Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber daya
alam

Unit Pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup

Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun rinclannya sebagai berikut :

1.

Kepala Dins Lingkungan Hidup

Tugasnya : menjalankan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas

dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sesuai kewananganya.

2.

Sekretariat

Tugasnya : Menyelenggarakan kerjasama sesuai dengan kewenangannya dan

menjalankan tugas lainnya dari atasan.

Fungsinya :

a. menjalankan operasional pelayanan.administrasi kesekretariatan;

b. kerjasama dalam penyusunan anggaran Dinas Lingkungan Hidup;

c. Pembinaan dan Penataan organisasi dan tata laksana;

d. Pengelolaan sistem penyampaian informasi Lingkungan Hidup Tingkat
Daerah;

e. Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan sistem informasi Lingkungan
Hidup tingkat Daerah;

f. Penginventarisasikan permasalahan menjadi bahan telaah dan petunjuk
pemecah masalah;

g. Pelaksanaan kerjasama dengan unit kerja/kelembagaan di bidang tugasnya;

h. Pemberian sarana dengan bidang tugasnya;

i. Pelaksanaan pengawasan terhadap bawahan;

j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas

kesekretariatan;



k. Koordinasi dan sinkronisasi secara terpadu;

Susunan Organisasi sekretariatan,antara lain:

3.

a. bidang Program
b. bidang Umum dan Kepegawaian
c. bidang Keuangan

Bagian Tata Lingkungan serta Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tugasnya™ : menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

penataan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan untuk menyelenggarakan

perumusan dan pelaksanaan kebjakan peningkatan kapasitas pengelolaan serta

pembagian tugas lain dari kepala Dinas.

Fungsinya:

a.
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merancang Kebijakan teknis bagian tata lingkungan serta peningkatan
kapasitas_lingkungan hidup untuk mencipta rencana tindak kerusakan
terhadap lingkunganhidup.

Inventarisasi dan evaluasi RPPL.H;

Koordinasi dan Sinkronisasi RPPLH;

Koordinasi dan penentuan kekuatan dan wadah lingkungan hidup
merancang ekomoni Lingkungan Hidup(PDB dan PDRB Hijau,mekanisme
isentif disinsetif,pendanaan Lingkungan Hidup;

Penyusunan NSDA dan SLHD serta indeks kualitas Lingkungan Hidup
Penyusunan dan perbaikan KLHS

Kerjasama dalam menyusun_bagian-pencegahan pencemaran dan atau
kerusakan Lingkungan ( Amdal, UKL-UPL,izin Lingkungan,Audit LH,
Analisis resiko LH;

Penilaian ,pemeriksaam dan atau verifikasi DokumenLingkungan Hidup
(AMDAL,dan UKL-UPL dan SPPL) dan proses izin Lingkungan.
Penyusunan kebijakan,indentifikasi,verifikasi, dan validasi serta penetapan
pengekuan keberadaan masyarakat hukum adatkearifan lokal atau
penetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal
dan pengetahuan tradisionla danhak kearifan lokal atau hak MHA terkait
dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Penyusunan data dan informasi



t.

u.
V.

. Penyusunan kebijakan penguatan kemampuan,penyelenggaraan diklat dan

pendampingan terhadap MHA, Kearifan atau pengetahuan tradisional
terkait PPLH

Menyusun model dan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan
kerjasama MHA kearifan atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
peningkatan dan'pelaksanaan diklat an penyuluhan LH

Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat peduli. L H

penyiapan kebutuhan kebutuhan dan penyaiapan sarpras diklat dan
penyuluhan LH.

Pengembangan, penyusunan kebijakan , penilaian dan pemberian
penghargaan penghijauan-i-H.

Dukungan program “pemberian . penghargaan tingkat provinsi dan
pemberian penghargaan penghijauan LH;

Penyampaian hasil sesuai dengan bidang tugasnya;

Pemberian Tugas dan pengewasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

Susunan Organisasi bagian tata lingkungan serta peningkatan kapasitas

lingkungan hidup, yaitu :

a.

b.

C.

Seksi Invetarisasi
Seksi pemantauan Dampak Lingkungan;

Seksi Peningkatan Kapasitas:Lingkungan Hidup.

Bidang Pengelolaan Sumpah B3 dan Limbah B3

4. Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3

Tugasnya ; Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

pengurangan dan penangan sampah .

5. Bagian pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Tugasnya :  Menyelenggarakan  kebijakan  pemantauan,pembinaan,

pencegahan, dan pemulihan terhadap pencemaran kerusakan lingkungan hidup

serta tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan.



Fungsinya :

a. Menjalankan peraturan bagian pengendalian pencemaran lingkungan serta
kerusakan dalam rangka menghasilkan rencana tindak untuk mengurangi
kerusakan
Pelaksanaan pemantauan lingkungan
Pemantauan kualitas lingkungan
merencanakan sarpras pengintaian lingkungan
pengendalian pencemaran dari sumber pencemaran lembaga maupun non
lembaga;
Pengintaian kualitas sumber pencemaran;
g. Melakukan pembaharuan terhadap sistem informasi layanan terkait dengan
infomasi kerusakan dan dampaknya;
h. Penyusunan Kkebijakan terhadap sumber pencemar institusi dan non
institusi;
Menjalankan permberdayaan terhadap lokasi kerusakan
Pelaksanaan proses perizinan pembuangan limbah cair;
Ketentuan kriteria baku kerusakan lingkungan
Pelaksanan pencegahan dan pemantauan karlahut;
. Pelaksanaan pemantauan dan penanggulangan kerusakan lingkungan;
Pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan hidup
Pemantauan dan pembinaan penggunaan bahan perusak ozon (BPO);
Penyampaian saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan
TUPOKSI
Menjalankan tugas lain:dari atas sesuai-kewenangan
r. Pelaksanaan tugas lain darrkepala dinas sesual dengan bidang tugasnya
terdiri dari:
1. bagian pemantauan lingkungan;
2. bagian pencemaran Lingkungan;
3. bagian kerusakan dan pemulihan lingkungan.
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6. Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Tugasnya : Menyelenggarakan  perumusan dan pelaksanaan kebijakan
pembinaan dan pengawasan izin lingkungan, pelayanan pengaduan dan
menjalankan peraturan terkait dan melaksanakan kebijakan tersebut hingga
pemeliharaan lingkungan Hidup dan kovensi sumber daya demi mewujudkan

kualitas lingkungan serta tugas-tugasnya yang lain yang di berikan.



Fungsinya :

a.

menbuat kebijkan bagian penataan serta pemeliharaan lingkungan hidup
untuk menghasilkann rencana tindak penegakan hukum lingkungan dan
pengawasan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup.

Membuat peraturan terkait pengaduan;

Pelaksanaan pelayanan;verifikasi dan.tindak lanjut pengaduan masyarakat
terkait pencemaran lingkungan hidup;

Menjalankan pembinaan terkait hasil tindak lanjut pengaduan;
Menuntaskan permasalahan lingkungan ;

penyuluhan dan meningkatkan: sistem informasi penerimaan pengeduan
masyarakat atas.usahadan kegiatan yang sesuai dengan izin perlindungan
dan pengelolaan Tingkungan hidup;

merancang peraturan terhadap petugas pengawas lingkungan dan izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Pembinaan monitoring pelaporan pelaksanaan izin lingkungan;
pemberdayaan terhadap petugas pengawsan lingkungan hidup daerah;
membuat tim kerja sama dan pelaksanaan proses peningkatan hukum atas
pelanggaran perlingdungan dan lingkungan hidup;

menjalankan perlindungan,pengawetan,pemanfaatan serta perlindungan
sumber.daya alam

melaksanakan langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

. Pelaksanan inventarisaasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;

membuat  dan penetapan peraturan dan pelaksanaan perlindungan
keanekaragaman hayati;

melihat dan menjaga konservasi keanekaragaman hayati;

menyelesaikan masalah dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
Pengembangan  sistem informasi dan  pengelolaan  database
keanekaragaman hayati;

Menyampaikan saran sesuai bagian tugasnya;

Memberikan saran dan pengewasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
Melaporkan hasil «pelaksanaan kepada ~dinas sesuai dengan bidang
tugasnya;

Susunan organisasi bagian penataan dan pemeliharaan lingkungan Hidup
terdiri dari;

1.
2.
3.

bagian pelayanan pengaduan dan penegakan hukum Lingkungan
bagian pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup
bagian pemeliharaan lingkungan hidup serta konsevasi sumber daya alam
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ldentitas Responden

terhadap cara berfikir dan tingkat wawasan yang di miliki oleh seseorang. Oleh
karena itu penulis menilai sangat memberikan penjelasan identitas responden
tingkat pendidikan akhir.dibawah ini adalah Penjelasan lebih lanjut terkait

responden vyaitu :
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Tabel V.1 : Distribusi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%0)
1 SD - -

2 SMP - -

3

4

5

6

Wy y

berdass

responden
pegawai pa
bahwa dari

SMA , 1 oral

2. Jenis

SRR

-
S
“2>

Jenis Kela

dilihat pada tabe

Tabel V.2 : Distribu

No Jenis Kelamin J Persentase
1 | Laki-Laki 21 Orang 70%
2 | Perempuan 9 Orang 30%
Jumlah 30 orang 100%

dapat di ketahui bahwa jenis kelamin responden pegawai Dinas Lingkungan
Hidup dalam memberikan tanggapan terhadap penanggulangan keruskan hutan
manggrove, dimana laki-laki sebanyak 21 orang atau 70% responden dan 9 orang
perempuan atau 30 % responden untuk menilai permasalahan yang di angkat oleh

penulis
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3. Identitas Responden Penelitian Berdasarkan Umur

Tabel V.3 : Distribusi Menurut Usia
No Persentase
1 74 %
2
3
4

dari unsur pem . - a k A Jp Di Kabupaten
Bengkalis
berdasarka
mendominas 3 au Usia responden. bera a tingkat usia 20-30

tahun berju

otonomi kepada daerah untuk mengelola urusan rumah tangga daerah masing-
masing. Tujuan otonomi daerah pada hakekatnya untuk mempelancar
pembangunan tiap-tiap daerah. Tujuan pokok pemerintah daerah di era otonomi
daerah ini, terjadi perbedaan konsep tentang peranan pemerintah terhadap rakyat :
pertama, ada yang berpendapat bahwa pemerintah harus mengurangi keikutsertaan

dalam mengatur sebanyak mungkin segi dari kehidupan masyarakat ,karena hanya
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dengan cara itu, keteraturan,ketertiban,keamanan,dan kemajuan akan dapat di
craih. kemudian di lihat jawaban dari responden mengenai Permasalahan yang di

teliti oleh penulis terkait dengan pelaksanaan program yang dijalakan Dinas

Aparat Pe

Tabel V. Jawaban res N te ator komunikasi

No Jumlah

47

47

Sosialiasi terkait dengan Dasar at ang digunakan, yaitu sebanyak 18 orang
menyatakan Baik,sebanyak 23 orang menyatakan Cukup baik dan sebanyak 6
orang yang menyatakn tidak baik. Pada Indikator pertanyaan yang kedua itu
sosialisasi terkait dengan kerusakan hutan manggrove dalam pelaksanaannya

sebanyak 17 orang yang menyatakan baik dan 24 responden yang mengatakan

kurang baik dan 6 orang mengatakan tidak baik
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Tabel V.5 Analisis Distribusi jawaban resnponden terhadap indikator
komunikasi

Kategori Penilaian

No Sub Indikator Baik Cuup Tidak | Jumlah

Baik
dengan

\yang digunake \ 1

b,

olNa—- I
asi ten gkungan | | '1'.

e Jmmh @‘ 105

erusal
211

dalam pelaksan an yang di teliti ole erbanyak responden
menyatatak ala : J any % dari jumlah
responden. at pemerintah telah

mensosialisasike s - ngrove terkait dengan

mengerti secara baik terkait denga aturan tersebut ini dengan alasan ada

beberapa masyarkat yang tidak hadir dalam proses sosialisasi tersebut.

Sedangkan keterangan lain mengenai indikator komunikasi, sesuai dengan
hasil wawancara dengan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bengkalis telah melakukan sosialisasi maupun melalui pembinaan



secara langsung terhadap masyarakat pengelola hutan manggrove agar dapat

menjaga kelestarian hutan mangrove yang ada di kecamatan

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap bapak Arman sebagai kepala Dinas

Lingkungan Hidup pada tanggal 27 November 2018 dikatakan :

“Bahwa sosialisasi mengenai_Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor §
tahun 2014 tentang pengelolaan ‘Lingkungan,Hidup dan Penaatan Hukum
Lingkungan Hidup:di kabupaten bengkalis telah dilaksanakan oleh Dinas
Lingkungan Hidup ini dilakukan pada saat kami melakukan sosialisasi terkait
program yang kami jalankan yaitu program. pengelolaa hutan mangrove
kepada masyarakat tersebut dilapangan.kami juga telah menerangkan apa isi
dari Peraturan Daerah tersebut serta menjelaskan sanksi yang diterima jika
melanggarnya”

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu hal yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi sebuah peraturan daerah. Dalamy hal ini, sumber Daya yang
membantu keberhasilan implementasi perda tersebut di atas berupa jumlah aparat
pelaksana pengelolaan lingkungan hidup,sarana berupa tempat dan pembinaan

terhadap pengelola sebagai solusi pengelolaan.

Tabel V.6 Distribusi Jawaban responden tentang indikator Sumberdaya

Kategori Penilaian
No Sub Indikator Baik Cukup | Tidak Jumlah
baik Baik

1 | Pelaksanaan pengelolaan
Lingkungan Hidup sudah

melibatkan seluruh aparat 37 ! 3 4t
terkait

2 | Pelaksanaan Program
Pengelolaan hutan mangrove 11 31 5 47

sudah di dukung oleh sarana
yang memadai
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Olahan Penelitian 2018

Dari tabel V.6 ditas diketahui tanggapan responden untuk indikator Sumber
Daya,Dalam pelaksanaannya pada item pertanyaan yang pertama Yyaitu
pelaksanaan e 0 ibatkab seluruh

aparat : 7 orang

IS : .
menyata \3@&%&1 a&g ora&émﬂo baik.

Pada Indi e aksanaan program
pengelolaa n i sa emadai ,yaitu
L

sebanyak 1 n baik, 31 oran up baik dan 5

menyatakan Kur. a

Tabel V.7 ist tentang indikator
aya
ian
No KANB Tidak | Jumlah
i Baik
Pelaksan el
1 | hutan ma 3 128

seluru aparat

Pelaksanaan pro
2 | hutan manggrove s duku 62 5 100
oleh sarana yang mema

Total Skor 228

Skor Tertinggi = 47x3 = 141
2 Indikator ~ =141x 2 =282

Persentase Jawaban Responden = %x 100% =81 %

Sumber Olahan Penelitian 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui mengenai indikator sumber daya

dalam pelaksanaan Peraturan Daerah yang diteliti ,terbanyak menyatakan baik



yaitu sebanyak 81 % hal ini menyatakan bahwa terkait dengan indikator sumber
daya ini aparat pemerintah sudah melibatkan seluruh aparat terkait dalam
menjalankan program pengelolaan hutan manggrove dan dari pihak masyarakat
juga mengatakan.aparat perintah.juga sudah.secara maksimal melibatkan seluruh
aparat terkait dalam menjalakankan program ini namun dalam hal ini.masih juga
terdapat kekurangan yaitu terkait’ dengan’ sarana. Sedangkan keterangan lain
mengenai Peraturan Daerah ini, sesuai dengan wawancara terhadap Organisasi
Perangkat Daerah Dians Lingkungan Hidup  Bengkalis yang menjalankan
program pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

pada tanggal 27 November 2018 dikatakan :

“Dalam pelaksanaan program yang dijalankan ‘oleh Dinas Lingkungan
Hidup terkait dengan pengelolaan hutan mangrove memang sudah
melibatkan seluruh aparat terkait dengan pelaksanaan memang saja ada
beberapa kekurangan terkait dengan sarana dalam pelaksanaan program ini
tetapi kami sudah mengantisipasi masalah ini sehingga dalam pelaksanaan
program ini dapat berjalan lancar sesaui prosedur”™

Berdasarkan Hasil Observasi dapat diketahui dalam pelaksanaan program
pengelolaan hutan manggrove yang di jalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup ini
seluruh aparat terkait sudah terlibat sehingga pelaksanaan kegiatan ini terlaksana

dengan baik.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan hal yang tberkaitan terhadap tingkat

keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan
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Dalam Implementasi peraturan harus memperhatikan sikap agar terhindar dari
kesimpangsiuran di tengah masyarakat, untuk lebih jelas kita lihat jawaban

responden mengenai Disposisi pada tebel berikut ini :

Tabel V.8 Distri tor Disposisi
No Jumlah
1
47
2
47
Sumber : O ﬁp
Dari tak |’ ditas di ikator Disposisi
dalam pelak nya pada item
pertanyaan y akukan terhadap
masyarakat pe Jrang menyatakan
Baik,sebanyak 6 ak 6 orang yang
menyatakn tidak bai

Pada Indikator perta
dilakukan terhadap program yang dijalankan sudah dilakukan secara rutin,yaitu
sebanyak 9 orang menyatakan baik, 35 orang menyatakan cukup baik dan 3

menyatakan kurang baik.
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Tabel V.9 Analisis Distribusi Jawaban responden  tentang indikator
Disposisi

i Kategori Penilaian
No Sub Indikator | Cukup | Tidak | Jumlah
baik Baik

123

100

223

kedua terkait dengan pengawasan yang dilakukan terhadap program ini apakah
sudah dijalankan secara rutin sesuai dengan hasil jawaban responden terkait
dengan dilakukannya pengawasan secara rutin responden mengatakan sebagian
Cukup Baik tanggapan dari kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

yang mengatakan dalam tahap ini pengawsan sudah dilakukan secara maksimal

dan rutin setiap hari sesuai dengan hari kerja dan ada beberapa desa yang belum



dilakukannya pengawasan secara rutin dikarenakan beberapa lokasi pengelolaan

Hutan mangrove mempunyai jarak tempuh yang cukup jauh.
Berkaitan dengan hasil wawancara penulis kepada Bapak Arman selaku

kepala Dinas Lingkungan Hidup.pada tanggal-27 November2018 dikatakan :
“Kami dari Dinas Lingkungan Hidup sudah menjalakan program ini sesuai
dengan prosedur yang telah di tetapakan terkait dengan pembinaan ini
dalam pelakasanaan program yang dijalakan kan didalamnya sudah ada
beberapa tahapan dalam” program ini _salah’satunya ya pembinaan kepada
kelompok masyarakat pengeola hutan mangrove, terkait dengan pengawasan
juga sudah dijalankan tetapi mungkin masih terdapat kekurangan dari

pengawasaan ini di karenakan jarak tempuh dari lokasi pelaksanaan
program ini’”’

Berdasarkan hasil Obeservasi diketahui bahwa dalam pelaksanaan program
yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya sudah
dijalankan sesuai prosedur yang telah di tetapkan dan didalamnya juga terdapat
pembinaan kepada kelompok kelompok masyarat pengelola hutan magrove
walaupun pengawasan terhadap- programp yang- dijalankan kurang maksimal

dikarenakan beberapa faktor.
4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dalam Implementasi adalah suatu tindakan dan sejauh mana
keterlibatan Pemerintah dalam Implemetasi atau melaksanakan sesuatu yang
berhubungan dengan masyarakat. Berikut tanggapan respoden (Aparat
Pemerintah) mengenai indikator struktur birokrasi dalam pelaksanaan Peraturan

Daerah tersebut yakni :
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Tabel V.10 Distribusi jawaban responden mengenai indikator Struktur

Birokrasi
Kategori Penilaian
No Sub Indikator . Cukup Tidak | Jumlah
Baik ey .
Baik Baik
1
47
2
47
Sumber :
ntuk indikator
Struktur B yang pertama
yaitu pela 4 ve sudah ada
pembagian t aitu sebanyak 6
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Tabel V.11 Analisis Distribusi Jawaban responden
Struktur Birokrasi

tentang indikator

No

Sub Indikator

Pelaksanaan

Kategori Penilaian

dengan jawaban responden dalam ind

Tidak | Jumlah

60

85
145

truktur Birokrasi pada Point pertama

yaitu 30 orang mengatakan tidak baik terkait dengan pembagian tugas yang sudah

jelas. Dan juga kelompok masyarakat pengelola hutan mangrove menilai aparat

terkait bertanggung jawab belum efektif dalam implementasi kebijakan tersebut

masuk kedalam kategori baik dari hasil jawaban responden (kelompok masyarakat

pengelola hutan mangrove ).
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hasil wawancara penulis kepada Bapak Arman sebagai kepala Dinas
Lingkungan Hidup pada tanggal 27 November 2018 dikatakan :

“Terkait dengan pembagian tugas dalam pelaksanaan program ini kami

sudah menjalak sesuai dengan tupoksi y a agar program yang di
jalankan d n bai osedur dan aparat
kami s j S ena sudah ada
tup, 1
Sela é@@}mmu S mengenai
D )

Pelaksana ahb enuli dapat dibuat

rekapitulas r n i-lihat pada tabel

berikut

Tabel V.12 ' ban responde

No ator Variabel- —— i

1 | Komuni |

2 Sumb

3 Disposisi %

4 Struktur Bi b1 %

To
Rata r

Sumber : Olahan e o
Berdasarkan ha r a laian terhadap jawaban

responden terkait dengan an Daerah tersbut. Berdasarkan

hasil rekapitulasi jawaban responden dapat dikategorikan baik karena dapat di
lihat dari tabel di atas jawaban responden berada pada persentase 75% dengan

kategori baik sesuai dengan Range Kategori Penilaian antara 67%-100%.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

C. Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8

tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan

Hukum Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bengkalis.

Hidup terkait dengan pengelo an mangrove dan kesannya berhenti.
Tindakan-tindakan lanjutan yang dimaksud oleh penulis adalah seperti
adanya pendampingan secara intensif , dalam program ini memang sudah
ada proses pendampingan tetapi hanya saat program tersebut berlangsung
dan ketika program tersebut sudah berjalan pihak pemerintah daerah

kabupaten bengkalis melalui dinas lingkungan hidup kurang melakukan

kegaitan lanjutan dari program yang telah dijalankan sehingga kelompok-
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kelompok pengelola hutan mangrove yang ada di kecamtan bantan ini
merasa bingung apa yang akan dilakukan selanjutnya dan disini lah yang

di harapkan oleh kelompok — kelompok masyarakat pengelola hutan
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

8 tahun 2014
terkait ‘de ang dijalankan
oleh OPD Dinas
asl , Sumberdaya ,
yang dijelaskan
arena berkaitan
Ja cung dengan sarana yang

& Y/

&
i -
Hambatan- hamabatan & C i Din ingkungan Hidup dalam
e

mengatasi kerusakan huta di kecamatan bantan ini adalah
dikarenakan adanya oknum-oknum yang mengeksploitasi hutan mangrove
secara berlebihan, pengalihfungsian hutan manggrove menjadi lahan tambak
udang,hal tersebut belum bisa secara maksimal di selesaikan oleh aparat dan

kurangnya kegiatan-kegiatan lanjutan dari program yang telah di jalankan

oleh dinas lingkungan hidup khusunya pendampingan secara intensif dapat



dilihat kelompok-kelompok masyarakat pengelolan hutan mangrove

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

B. Saran

iy disay yejepe il udwnyo(]
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terkesan didiamkan oleh ak pemerintah daerah,dimana kelompok
masyarakat merasa tindakan perusakan lingkungan hidup tidak mendapatkan

tindakan hukum yang memberi efek jera.
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